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Kartu Jamsostek ini dijadikan satu denaan kartu informasi. 

sehinasa jika TKI kehilansan paspor dan dokumen-dokumennya 

bisa dilihat dari kartu tersebut menaenai identitas 

dirinya dan identitae Penaerah Tenaaa Kerja yani 

menserahkan TKI yans bersanskutan. 

Sedangkan maksud dari penam'bahan Jurnlah atase, 
tenaga kerja di beberapa negara adalah agar penyelesaian 

a&ninistrasi dan keteransan kerja dapat diselesaikan 

denian cepat. 

Selain dua upaya di atae, ada upaya.. vans lebih 

pentini terutama untuk mensatasi kasus-kasue yang menimpa 

TKI. yaitu memanfaatkan jaea tBH di negara-negara dimana 

TKI/TKW di kirim. Ada dua manfaat lanSBuns yang dapat 

diraeakan denian adanva tBH tereebut. yaitu TKI/TKW akan 

merasa terlindungi dan para majikan TKI/TKW eerta keluaria 

tldak akan dapat lagl berbuat sewenang-wenang karena 

meraea ada yans mengawasinya. Jadi dapat dikatakan bahwa 

ltehadil~an LBH ini mel~\l.pakan salah satu tatanan menuJu 

sempurnanya penansanan dan perllndungan Tenasa Kerja 

Indonesia dl luar negeri. 

v. KESIHPULAN I SARAN-SARAN 

Kea1umnl AD 

1. 	Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlinaunian 

dalam mempelterjakan TKI ke luar naserl harus ada 
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perjanjian kerja. Untuk memperkuat poeiei hukum TKI 

yans bersangkutan. 

2. 	Tanssunsjawab PPTKI yang menserahkan lima TKW tersebut 

ada1ah menyelesaikan sengketa densan majikannya, 

membiayai perawatan luka-1uka ak1bat aiksaan, dan 
, 

menanssung biaYa pemulangan ke1ima TKW teraebut. Jadi 

yang seharusnya menangsuns biaya adalah Perwakilan 

. PPTKI di Luar Neseri bukan Perwaki1an RI karena 

Perwaki1an RI di Saudi Arabia hanya bertugas menerima 

1aporan. 

3. 	Untuk memperkeci1 permasa1ahan yang menyanskut TKI/TKW, 

pemerintah te1ah melakukan uaaha-usaha sebagai berikut: 

a. melenskapi TKI/TKW 4engan kartu informaai dan 

Jamsostek. 

b. menambah jumlah atase tenaga kerja di beberapa 

negara. 

c. memanfaatkan jaea LBH densan oal'a mendirikan di 

negara-negara peminta TKI. 

Saran 

1) Mensusahakan agar proeedur pengerahan TKI ke luar 

negeri tidak berbelit-belit, l\amun benar-benar 

dilandael oleh kepaetian hukum. 

2) 	Untuk menyatukan dua eietem hukum yang barbeda, yaitu 

sistem hukum Indonesia dan Sistam hultum negara tUjuan, 
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maka sebe1um dl1akukan kegiatan pengerahan tenaga kerja 

lebih balk dlbl.lat perj anj ian bilateral terleblh dahulu 

antara kedua negara tersebut, sehingga pembuatan 

perjanjian kerja dan penyeleeaian sengketa yang 

menyangkut TKI/TKW didasarkan pada ketentuan-ketentuan 

da1am perjanjlan bilateral yang te1ah dibuat.f 

3) Da1am ratlika memberlkan per11ndungan hukum dan 

mempermudah pemantauan TKI/TKW untuk meneltan angka 

prosentaee kasus TKI/TKW, maka sebalknya setiap TKI/TKW 

yang dlkerahkan ke luar negeri harus sepenietah1..1an Duta 

Besar RI di negara yani bersangkutan dan di Kedutaan 

tersebut akan dioatat ldentltas TKI/TKW dan identitas 

serta alamat majikan yang memperkerjakan menggunakan 

jasa TKI/TKW tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila 

terjadi hal-hal yang tidak dlinginkan maka mudah 

peniamanannya. 

4) Untuk merealieasikan perlindungan yang maksimal pada 

TKI/TKW hendaknya organisaei-organisasi kemasyarakatan, 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat, eerta kelompok­

kelompok akei lainnya ikut membantu pemerintah dengan 

jalan bekel'jasama dengan pemel'intah untuk : 

a. 	menyampaikan informaei yang benar mengenai penge­

rahan tenaga kerja 

b. 	menyerukan agar masyarakat yang ingin bekerja di 

1uar negeri tidak peroaya pacta 0'a10-calo TKI dan 
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memberltahukan aklbat-aklbatnya jlka beranskat ke 

luar negerl melalui calo-calo TKI tersebut. 


